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HASIL IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA 

IV 

TENTANG 

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

A. DESKRIPSI MASALAH 

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masuk 

kategori extra ordinary crime. Meski sudah ada instrumen 

hukum yang memberikan hukuman yang keras dan tegas 

terhadap pelaku korupsi, namun faktanya tindak pidana 

korupsi masih terus terjadi. Hukuman yang diberikan 

untuk pelaku tindak pidana tidak cukup memberikan efek 

jera. Padahal, dalam konsepsi Islam, hukuman (‘uqubah) 

berfungsi sebagai zawajir dan mawani’ (membuat pelaku 

menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi 

takut melakukannya). 

 

Seringkali muncul masalah di dalam proses penegakan 

hukum yang tidak seimbang antara dugaan, tuntutan, dan 

juga putusan hukum bagi seseorang yang didakwa 

melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang yang diduga 

melakukan tindak pidana korupsi, namun di dalam 

pembuktiannya hanya terbukti sejumlah kecil dari yang 

dituduhkan menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi 

masih tetap hidup dan menikmati hasil korupsinya. Fakta 

ini kemudian melahirkan permisifitas di satu sisi, dan 

apatisme di sisi lain terhadap pola penegakan hukum serta 



perang melawan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, 

prinsip  zawajir dan mawani’ dalam pemberian hukuman 

tidak terwujud. 

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk 

merumuskan aturan mengenai perampasan aset pelaku 

tindak pidana korupsi melalui sebuah Undang-Undang. 

RUU ini dirasa penting, karena dinilai mampu 

memberikan efek jera yang lebih besar. Saat ini, 

perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia 

dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap (inkracht). Kemudian dengan 

gugatan perdata seperti Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. 

 

Pemerintah tengah  menyiapkan Rancangan Undang-

Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, 

dan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 

2012. Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset 

diyakini akan memecahkan kebuntuan aparat penegak 

hukum ketika berupaya mengejar aset hasil tindak pidana 

korupsi. Jika sudah disahkan, undang-undang itu akan 

berperan untuk mengelola harta sitaan dari hasil korupsi. 

 

Nah, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menjawab 

masalah  perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi 

dihadapkan dengan asas praduga tak bersalah dan 

http://hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/29/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
http://hukumonline.com/pusatdata/detail/339/node/29/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi


keinginan untuk menegakkan prinsip prinsip zawajir dan 

mawani’ dalam hukum, agar korupsi bisa benar-benar 

dicegah?  

 

 

 

B. KETENTUAN UMUM 

1. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesua-tu yang 

ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak 

benar menurut syari’at Islam. 

2. Aset koruptor adalah harta kekayaan yang dikuasai 

oleh pelaku tindak pidana korupsi. 

 

C.  KETENTUAN HUKUM 

1. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara 

hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan 

milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak 

sah. Maka dari itu, aset tersebut harus disita dan diambil 

oleh negara. 

2. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan 

berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik 

pelaku dan tidak boleh disita untuk negara. 

3. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat 

dibuktikan secara hukum berasal dari tindak pidana 

korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal 

usul aset tersebut. Jika ia tidak bisa membuktikan 

kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara. 



4. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang disita oleh 

negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat 

(maslahah ‘ammah). 

5. Penyitaan aset hasil korupsi tidak menghilangkan 

hukuman bagi sang pelaku. 

 

D. DASAR PENETAPAN 

1. Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah, ayat 188:  

نَكُمْ   أمَْوَالَكُمْ   وَلَاتََْكُلُوْا لْبَاطالا   بَ ي ْ اَ  وَتُدْلُوْا  بِا  فَرايْ قًا   لاتَأْكُلُوْا  الْْكَُّاما   إالَ   بِا
ثاْ  النَّاسا  أمَْوَالا  مانْ   (. 188:  البقرة) تَ عْلَمُوْنَ  وَأنَْ تُمْ  بِاْلإا

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) 

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya 

kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. 

 

2. Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran, ayat 161:  

اَ يََْتا  يَ غْلُلْ  وَمَنْ  …  )161:  عمران آل) الْقايَامَةا  يَ وْمَ  غَلَّ  بِا
Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan 

perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa 

yang dikhianatkannya itu... 

 

3. Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Nisaa, ayat 29  :   

 

نَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ  تََْكُلُوْا لاَ  آمَنُ وْا الَّذايْنَ  يََأيَُّها لْبَاطالا  بَ ي ْ  ) 29:  النساء) ...بِا



Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan 

harta sesamamu dengan ja-lan yang batil...  

 

4. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain: 

 الْعَامالُ   فَجَاءَهُ   عَامالً   اسْتَ عْمَلَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْها   اللَُّّ   صَلَّى  اللَّّا   رَسُولَ   أَنَّ 
يَ   لا   أهُْدايَ   وَهَذَا  لَكُمْ   هَذَا  اللَّّا   رَسُولَ   يََ   فَ قَالَ   عَمَلاها   مانْ   فَ رغََ   حا
  أمَْ   لَكَ   أيَُ هْدَى  فَ نَظرَْتَ   وَأمُ اكَ   أبَايكَ   بَ يْتا   فا   قَ عَدْتَ   أفََلَ   لَهُ   فَ قَالَ 

يَّةً   وَسَلَّمَ   عَلَيْها   اللَُّّ   صَلَّى  اللَّّا   رَسُولُ   قاَمَ   ثَُّ   لَا    فَ تَشَهَّدَ   الصَّلَةا   بَ عْدَ   عَشا
اَ  اللَّّا   عَلَى  وَأثَْنَ  لُهُ   الْعَامالا   بَِلُ   فَمَا  بَ عْدُ   أمََّا  قاَلَ   ثَُّ   أهَْلُهُ   هُوَ   بِا  نَسْتَ عْما

 بَ يْتا   فا   قَ عَدَ   أفََلَ   لا   أهُْدايَ   وَهَذَا  عَمَلاكُمْ   مانْ   هَذَا  فَ يَ قُولُ   فَ يَأْتاينَا
  لَا   بايَداها   مَُُمَّد    نَ فْسُ   فَ وَالَّذاي  لَا   أمَْ   لَهُ   يُ هْدَى   هَلْ   فَ نَظرََ   وَأمُ اها   أبَايها 
هَا  أَحَدكُُمْ   يَ غُلُّ  ن ْ ئًا  ما لُهُ   الْقايَامَةا   يَ وْمَ   باها   جَاءَ   إالاَّ   شَي ْ   إانْ   عُنُقاها   عَلَى  يََْما
اَ  جَاءَ   بَ قَرَةً   كَانَتْ   وَإانْ   رُغَاء    لَهُ   باها   جَاءَ   بعَايراً  كَانَ    وَإانْ   خُوَار    لََاَ   بِا

اَ   جَاءَ   شَاةً   كَانَتْ  عَرُ   بِا  رَسُولُ   رَفَعَ   ثَُّ   حُُيَْد    أبَوُ  فَ قَالَ   بَ لَّغْتُ   فَ قَدْ   تَ ي ْ
  قاَلَ   إابْطيَْها   عُفْرَةا   إالَ   لنََ نْظرُُ   إانَّّ   حَتَّّ   يدََهُ   وَسَلَّمَ   عَلَيْها   اللَُّّ   صَلَّى  اللَّّا 
  عَلَيْها   اللَُّّ   صَلَّى  النَّبا ا   مانْ   ثََبات    بْنُ   زَيْدُ   مَعاي  ذَلاكَ   سَاَعَ   وَقَدْ   حُُيَْد    أبَوُ

  كيف   بِب   والنذور،   الأيمان  كتاب   البخاري،  رواه)   فَسَلُوهُ   وَسَلَّمَ 
 (النب يمي كانت

Rasulullah saw mengangkat seorang petugas penarik zakat. 

Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada 



Rasulullah saw: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini 

dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasul saw berkata kepadanya: 

Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu 

lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. 

Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah 

salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan 

pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: “Bagaimana 

perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang 

padaku kemudian dia mengucapkan: ‘Ini dari pekerjaanmu 

dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di 

rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah 

atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam 

genggaman-Nya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali 

pasti dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan 

barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta 

maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korup sapi 

betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika 

yang ia korup kambing maka pada hari Kiamat ia akan 

membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan.” 

Lalu Abu Humaid berkata, ‘Kemudian Rasulullah 

mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu 

ketiaknya.’ Berkata Abu Humaid, ‘Sungguh Zaid bin Tsabit 

mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah 

kepadanya.’ (HR Al-Bukhari). 

 

  لَهُ   يُ قَالُ   الْأَسْدا   مانْ   رَجُلً   وَسَلَّمَ   عَلَيْها   اللَُّّ   صَلَّى  اللَّّا   رَسُولُ   اسْتَ عْمَلَ 
 قاَلَ   قَدامَ   فَ لَمَّا  الصَّدَقَةا   عَلَى  عُمَرَ   أَبا   وَابْنُ   عَمْر و  قاَلَ   اللُّتْبايَّةا   ابْنُ 



 عَلَيْها   اللَُّّ   صَلَّى  اللَّّا   رَسُولُ   فَ قَامَ   قاَلَ   لا   أهُْدايَ   لا   وَهَذَا  لَكُمْ   هَذَا
نْبَا   عَلَى  وَسَلَّمَ    أبَْ عَثهُُ   عَامال    بَِلُ   مَا  وَقاَلَ   عَلَيْها   وَأثَْنَ   اللََّّ   فَحَمادَ   الْما

  بَ يْتا   فا   أوَْ   أبَايها   بَ يْتا   فا   قَ عَدَ   أفََلَ   لا   أهُْدايَ   وَهَذَا  لَكُمْ   هَذَا  فَ يَ قُولُ 
  يَ نَالُ   لَا   بايَداها   مَُُمَّد    نَ فْسُ   وَالَّذاي  لَا   أمَْ   إاليَْها   أيَُ هْدَى  يَ نْظرَُ   حَتَّّ   أمُ اها 

نْكُمْ   أَحَد   هَا   ما ن ْ ئًا   ما لُهُ   الْقايَامَةا   يَ وْمَ   باها   جَاءَ   إالاَّ   شَي ْ   بعَاير    عُنُقاها   عَلَى  يََْما
 عُفْرَةا  رأَيَْ نَا  حَتَّّ   يدََيْها  رَفَعَ  ثَُّ  تَ يْعارُ  شَاة   أوَْ  خُوَار    لََاَ  بَ قَرَة   أوَْ  رُغَاء   لَهُ 

 حُُيَْد    أَبا   نْ عَ   مسلم  رواه)  مَرَّتَيْا   بَ لَّغْتُ   هَلْ   اللَّهُمَّ   قاَلَ   ثَُّ   إابْطيَْها 
 (السَّاعاداي ا 

 

يَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْها   اللَُّّ   صَلَّى  اللَّّا   رَسُولُ   لَعَنَ  يَ   الرَّاشا   الْْكُْما   فا   وَالْمُرْتَشا
 ( هُرَيْ رَةَ، أَبا  عَنْ  الترمذي رواه)

 

ذَ   أنََّهُ   مَسْعُوْد    ابْنا   عَنا   رُوايَ  رَْضا   أُخا  فأََعْطَى  باشَيْء ،  الْْبََشَةا   بِا
لُهُ،  فَخُل ايَ   دايْ نَارَيْنا   :قاَلُوْا  التَّاباعايَْ   أئَامَّةا   مانْ   جََاَعَة    عَنْ   وَرُوايَ   سَباي ْ

ها   عَنْ   الرَّجُلُ   يُصَاناعَ   أَنْ   لَابَِْسَ    النهاية )  الظُّلْمَ   خَافَ   إاذَا   وَمَالاها   نَ فْسا
 .(الأثير لابن

5. Atsar 



رَْبَ عَةا   أَتََهُ   عُمَرَ   إالَ   هُرَيْ رَةَ   أبَُ وْ   رَجَعَ   فَ لَمَّا   فَ قَالَ .  الْبَحْرَيْنا   مانَ   ألَْف    بِا
ئًا أَخَذْتَ  قاَلَ . لاَ   قاَلَ  أَحَدًا؟ أَظلََمْتَ   فَمَا. لاَ  قاَلَ .  حَق اها  باغَيْرا  شَي ْ

ئْتَ  كَ؟  باها   جا تَ هَا؟   أيَْنَ   مانْ   قاَلَ .  ألَْفًا  عاشْرايْنَ   قاَلَ   لانَ فْسا   قاَلَ   أَصَب ْ
  فا   اْلَأخَرَ   وَاجْعَلا   فَخُذْهُ   وَرازْقَكَ،  مَالاكَ   رأَْسَ   انْظرُْ   قاَلَ .  أَتََّّارُ   كُنْتُ 
 . الْمَالا  بَ يْتا 

Ketika Abu Hurairah pulang dari Bahrain membawa uang 

sebanyak empat ribu dan menghadap Umar, Umar bertanya, 

“Apakah Anda telah berbuat zalim kepada seseorang?” Ia 

menjawab, “Tidak.” Umar bertanya lagi, “Apakah Anda telah 

mengambil sesuatu tanpa hak?” Ia menjawab, “Tidak.” Umar 

bertanya lagi, “Berapa yang kamu bawa untuk dirimu?” Ia 

menjawab: “dua puluh ribu”. Umar bertanya lagi, “Dari 

mana kamu peroleh?”. Ia menjawab: “saya berdagang”. Umar 

berkata: “Perhatikan berapa modal dagangmu dan upah 

pekerjaanmu. Dua bagian itu saja kau ambil untukmu, 

sedangkan sisanya masukkan ke dalam Baitul Mal”  (Atsar 

yang terdapat dalam Thabaqat Ibn Sa’ad) 

 

6. Kaidah Fiqih : 

 .إاعْطاَؤُهُ  حَرُمَ  أَخْذُهُ  مَاحَرُمَ 
Sesuatu yang haram mengambilanya haram pula 

memberikannya. 

 

7. Kaidah Fiqih : 



ْ  السُّكُوْتُ  عا  فا  بَ يَان   الْْاَجَةا  مَوْضا
Diamnya seseorang di saat perlu memberi penjelasan 

dianggap sebagai penjelasan. 

 

8. Kaidah Fiqih : 

 عَلَيْها  الْمُدَّعَى عَلَى وَالْيَمايُْ  الْمُدَّعاي عَلَى الَْبَ ي انَةُ 
Pembuktian itu menjadi tanggung jawab pendakwa 

(penuntut) sedang sumpah menjadi tanggung jawab orang 

yang didakwa. 

 

9. Kaidah Fiqih : 

   كَالشَّهَادَةا   الَكاتَابةَُ 
Tulisan itu memiliki kekuatan seperti kesaksian 

 

 

E. REKOMENDASI 

1. Penegak hukum diminta untuk bertindak secara 

tegas dan terukur dalam penyitaan aset pelaku 

tindak pidana korupsi.  

2. Penegak hukum yang menyalahgunakan 

kewenangannya dalam penegakan hukum pada 

kasus penyitaan aset hasil korupsi harus diberi 

sanksi tegas. 

3. Ulama agar berpartisipasi aktif dalam pencegahan 

tindak pidana korupsi, di antaranya dengan 

mensosialisasikan ancaman hukuman duniawi dan 

ukhrawi bagi pelaku tindak pidana korupsi. 
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